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RENCANA KERJA 

KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2023 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka 

melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, 

pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. 

Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada 

perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam 

pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga 

kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan 

Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan 

kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan 

sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk 

berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua 

proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. 

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara 

bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas 

mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif 

dan top-down/bottom up.  

Rencana Kerja (Renja) Kemantren Mergangsan disusun menurut program 

dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan 



pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, 

memperhatikan isu-isu penting dalam penyelenggaran tugas Kemantren sebagai 

Perangkat Daerah, juga memuat kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan di wilayah termasuk yang berasal dari hasil Musrenbang maupun 

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta, serta mempertimbangkan perencanaan 

pembangunan yang responsive gender dan inklusif.  

Dalam pendekatan bottom up, Kemantren mengemban amanah untuk 

menampung usulan dari masyarakat melalui Musrenbang. Diawali dengan pra 

Musrenbang di tingkat RT, RW dan Kampung sebagai titik awal sebelum kemudian 

daftar usulan tersebut dibawa ke Musrenbang Tingkat Kelurahan. Dalam 

Musrenbang Kelurahan disusun pula skala prioritas dari program kegiatan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat untuk kemudian disesuaikan dengan pagu yang ada 

di Musrenbang Tingkat Kemantren. Proses ini berawal di bulan Januari untuk pra 

Musrenbang, hingga Februari saat penentuan seluruh program kegiatan tingkat 

Kemantren. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kota yang 

dilaksanakan di bulan Maret setiap tahunnya.  

Musrenbang Kelurahan dan Kemantren dilaksanakan sebagai upaya untuk 

semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Diakui 

bersama bahwa sasaran pembangunan adalah seluruh masyarakat, sehingga 

masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku yang ikut menentukan 

jalannya pembangunan. Partisipasi tersebut merupakan upaya agar operasionalisasi 

kebijakan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat banyak.  

Dalam pendekatan top down, Kemantren Mergangsan berpedoman pada 

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2023 yang tercantum dalam Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor ……. Tahun 2022. Untuk pelaksanaan pembangunan 2023, Kota 

Yogyakarta memiliki tema “Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya 

untuk Keberdayaan Masyarakat”. Sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kemantren Mergangsan merupakan integrasi dari proses teknokratis bottom up dan 

top down.  

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Peraturan  perundangan  yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja 

Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2026 adalah :  



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.  

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D). 



7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2). 

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor  

9. Peraturan Walikota Nomor 121 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. 

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Rencana Kerja OPD ini untuk dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, 

membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk 

memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan 

untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, 

membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan 

rencana kerja PD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan 

dilakukan.  

 

Adapun tujuannya adalah:  

1. Sebagai landasan penyusunan rencana kerja anggaran Kemantren 

Mergangsan Tahun 2023.  

2. Sebagai panduan pencapaian kinerja Kemantren Mergangsan tahun 

2023.  

3. Sebagai bahan evaluasi kinerja Kematren Mergangsan Tahun 2023 yang 

menjadi dasar perencanaan kinerja di tahun berikutnya.  

1.4. Sistematika Penyusunan RENJA Kemantren Mergangsan Tahun 2022 

BAB. I Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

2. Landasan Hukum 

3. Maksud dan Tujuan 

4. Sistematika Penulisan 

BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 



1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

OPD 

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

3. Program dan Kegiatan 

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan OPD 

BAB V. Penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021 

 

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD 

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Mergangsan tahun 2021 

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban 

suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik  (RENSTRA) Instansi. 

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara 

umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Mergangsan 

adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan 

Meningkat 

Indikator Sasaran Kemantren Mergangsan Tahun 2021 adalah: 

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan dengan 

Target Sasaran Kemantren Mergangsan adalah : 395,33. 

Perlu diketahui bahwa dengan adanya Permandagri no 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kemantren Kraton 

menjadi Kemantren Kraton mulai Tahun 2021. 

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KEMANTREN MERGANGSAN TAHUN 2017-2022 

 

No. 

 

Sasaran OPD 

Target Realisasi 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 

1. Nilaievaluasi 

perkembangan 

pembangunan 

Kemantren 

Mergangsan 

362 380 390 395 400 400,67 395,33 400,33 390 395 400 400,67



Pada Tahun 2021 Kemantren Mergangsan mempunyai 4 (empat) program kerja 

yaitu: 

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota 

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 

4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

Berikut gambaran pelaksanaan dari masing-masing program kegiatan : 

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota. 

dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran yang 

tersedia. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang urusan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut: 

1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah target Output 

dan Outcomes 100 % serta realisasi 98,75%. 

2) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD target Output dan Outcomes 

100% serta realisasi 99,72%. 

3) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD target Output dan Outcomes 100% serta 

realisasi 8,73%. 

4) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN target Output dan Outcomes 

100% serta realisasi 93,96%. 

5) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN target Output dan 

Outcomes 100% serta realisasi 99,50%. 

6) Pelaksanaan pepenatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan 

SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,20%. 

7) Koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD target Output dan 

Outcomes 100% serta realisasi 100%. 

8) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 

target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%. 

9) Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan target 

Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%. 



10) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / 

semesteran SKPD target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 

100%. 

11) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 

target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 100%. 

12) Penyediaan komponen instansi listrik / penerangan bangunan kantor 

target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99.93%. 

13) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor target Output dan 

Outcomes 100% serta realisasi 99.97%. 

14) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan target Output dan 

Outcomes 100% serta realisasi 100%. 

15) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD target Output 

dan Outcomes 100% serta realisasi 99.98%. 

16) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya target Output dan Outcomes 

100% serta realisasi 98%. 

17) Penyediaan jasa surat menyurat target Output dan Outcomes 100% 

serta realisasi 99,97%. 

18) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik target Output 

dan Outcomes 100% serta realisasi 87,60%. 

19) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor target Output dan 

Outcomes 100% serta realisasi 99.89%. 

20) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemelihaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan target 

Output dan Outcomes 100% serta realisasi 61,29%. 

21) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya target Output dan 

Outcomes 100% serta realisasi 97,73%. 

22) Pemeliharaan  / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor 

atau bangunan lainnya target Output dan Outcomes 100% serta 

realisasi 98,99%. 

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 



 Adapun kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut: 

1) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kemantren target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 

99,72%. 

2) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi yang 

terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan 

umum target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 99,50 %. 

3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan 

perizinan non usaha target Output dan Outcomes 100% serta 

realisasi 99%. 

4) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non 

perizinan target Output dan Outcomes 100% serta realisasi 99,93%. 

5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan 

kewenangan lain yang dilimpahkan target Output dan Outcomes 

100% serta realisasi 99,83%. 

 

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 

 Adapun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut: 

1) Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan target Output dan 

Outcomes 100% serta realisasi 90,58%. 

2) Pemberdayaan masyarakat di kelurahan target Output dan Outcomes 

100% serta realisasi 98,81%. 

  

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.  

Adapun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

tahun 2021 dapat kami diuraikan sebagai berikut: 

1) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat 

target output dan outcome 100%  realisasi pencapaiannya 94,72%. 



2) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya 

di bidang penegakan peraturan perundang–undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia target output dan outcome 100%  

realisasi pencapaiannya 100%. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas 

yang lain, Kemantren didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos 

Anggaran untuk Kemantren se Kota Yogyakarta telah seragam namun 

besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing 

Kemantren. 

Program Kegiatan Kemantren Mergangsan secara keseluruhan dapat 

dikatakan baik, dengan perincian sebagai berikut: 

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat 

terrealisasi sebesar Rp6.838.325.518 dari target anggaran 

Rp7.243.217.175 

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat 

terealisasi sebesar Rp.710.598.347 dari target anggaran Rp712.818.966 

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dapat 

terealisasi sebesar Rp2.355.508.108,24 dari target anggaran 

Rp2.468.700.030 

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dapat 

terrealisasi sebesar Rp96.487.063 dari target anggaran Rp98.964.750 

Jumlah pencapaian kinerja tersebut tercapai sesuai dengan yang diharapkan 

walaupun tidak maksimal.  

 

 

2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

Dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Mergangsan yang  

sebagian besar anggaran digunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, 

hal ini dimaksudkan guna mendukung kegiatan Kemantren yang bertujuan 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, 

mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi 

masyarakat, dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan dan 



penyuluhandiharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan danmeningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Untuk anggaran pemeliharaan lingkungan dilaksanakan guna 

meningkatkan kelayakan lingkungan yang nyaman huni sebagai mana visi 

Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan terhadap 

program dan pembangunan Kemantren dilakukan penilaian evaluasi 

pembangunan dengan mengadakan penilaian evaluasi Kelurahan yang 

dilaksanakan tahun 2021 dengan target 395,33 dengan juri dari Tim Pemerintah 

Kota Yogyakarta. Ini disebabkan pemberdayaan dan pembangunan Kemantren 

mempunyai program dan kegiatan yang bermanfaat sehingga permasalahan 

yang kaitannya dengan masyarakat menjadi teratasi. 

 

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas 

yang lain, Kemantren didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos 

Anggaran untuk Kemantren se-Kota Yogyakarta telah seragam namun 

besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing 

Kemantren. 

Kondisi Kemantren yang diinginkan dan Proyeksi ke depanVisi dan Misi 

Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi suatu tujuan bersama yang semestinya 

dimiliki oleh masing-masing pribadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sejalan dengan itu kepemerintahan di Kota Yogyakarta sendiri 

berupaya untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang Good Governance, 

berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum serta berkeadilan gender.  

Untuk itu, semua unsur yang berkaitan dengan Pemerintah Kota harus 

melakukan perombakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Diperlukan 

adanya perubahan prinsip berupa perubahan pola pikir dari sosok yang harus 

dilayani menjadi ” pelayan” yang harus memberikan layanan terbaik kepada 

masyarakat. Untuk menuju ke arah itu, tentunya tidak semudah yang diucapkan. 

Perubahan pola pikir tentunya membutuhkan proses yang terus-menerus 

ditanamkan di benak sanubari para pelaksana birokrasi (pegawai).  



SDM yang profesional, handal, sehat jasmani dan rohani, berkompetensi 

sesuai dengan bidangnya dan memiliki daya saing demi kemajuan yang akan 

dicapai merupakan cita-cita ideal dan salah satu unsur kuat yang sebaiknya 

dimiliki oleh suatu pemerintahan, demikian juga Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Dengan demikian telah disiapkan sosok pribadi PNS yang tangguh berjuang demi 

kemajuan Pemerintah Kota Yogyakarta, sosok yang mengedepankan 

kepentingan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan unsur 

penting lainnya yang besar dukungannya adalah tersedianya sarana dan 

prasarana pemerintah yang cukup memadai. Dengan fasilitas yang mencukupi 

dipadukan dengan adanya SDM yang handal dan bertanggung jawab yang 

menjalankan proses kepemerintahan, maka cita-cita luhur Kota Yogyakarta 

untuk mewujudkan Good Governance (Kepemerintahan yang baik) serta Clean 

Governance (kepemerintahan yang bersih) akan lebih mudah tercapai. 

 

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD 

1. Faktor Internal 

Kepentingan umum; 

a. Kepastian hukum; 

b. Kesamaan hak; 

c. Keseimbangan hak dan kewajiban; 

d. Keprofesionalan; 

e. Partisipatif; 

f. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 

g. Keterbukaan; 

h. Akuntabilitas; 

i. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

j. Ketepatan waktu; dan 

k. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  

 

2. Eksternal 

a. Peluang 

a) Kerjasama dengan instansi terkait yang baik 

b) Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur. 



c) Kemajuan teknologi informasi yang pesat. 

d) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak. 

e) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

f) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memadai di lingkungan Pemerintah 

Kota; 

g) Kelancaran akses koordinasi; 

 

 

b. Ancaman 

a)  Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi. 

b)  SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain  

c) Anggaran daerah yang terbatas 

d)  Era reformasi dan transparansi mendorong masyarakat mudah 

komplain; 

e)  Tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi 

 

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan 

analisis   SWOT adalah sebagai berikut :  

a. Peningkatan kemampuan aparat dan pelayanan intern 

b. Tersedianya SDM yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi. 

c. Penyusunan SOP dan SPP 

d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan sistem pelayanan 

e. Peningkatan Kinerja Pegawai 

f. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

 

Formulasi isu–isu strategis yang akan di tangani melalui renja OPD Kemantren 

Mergangsan adalah: 

Penguatan tata pemerintahan di wilayah untuk meningkatkan pelayanan dan 

pemberdayaan berbasis kewilayahan dan pemerataan pembangunan di 

wilayah. 

a.   Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang 



1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semangat dan nilai-nilai 

Gerakan Segoro Amarto 

2. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 

3. Penangulanangan dan Penanganan Bencana 

 

b.  Isu strategis Pariwisata dan Budaya 

1. Pariwisata berbudaya 

2. Pengembangan Kampung-kampung wisata 

3. Memperkuat kearifan lokal di masyarakat 

4. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung 

pariwisata, baik budaya, seni, kuliner 

c.  Isu strategis Ekonomi 

1. Koperasi dan UMKM 

2. Persaingan ketat pasar modern dan pasar tradisional 

d.  Isu strategis Kemiskinan 

1. Penurunan Angka Kemiskinan. 

2. Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan. 

e.  Isu strategis Lingkungan 

1. Perlindungan ketersediaan air 

- terpeliharanya imbuhan air tanah, melalui pembangunan biopori, 

sumur peresapan 

- pengendalian pencemaran air tanah 

2.  Pengolahan Sampah Mandiri. 

3.  Kesiapsiagaan Bencana. 

4.  Membangun perilaku ramah lingkungan. 

 

4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 3 Tahun 2015 tentang Keuangan 

Negara serta turunan peraturan dibawahnya, mekanisme perencanaan 

pembangunan partisipasif dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang), dokumen yang dihasilkan meliputi dokumen 

jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk melakukan perencanaan 



pembangunan tahunan perencanaan dilakukan mulai dari organisasi 

masyarakat paling bawah yaitu RT dan RW serta kampung di Kelurahan dan 

Kemantren selanjutnya usulan diteruskan ke tingkat Kota Yogyakarta. Hasil 

akhir dari pelaksanaan musyawarah tahunan adalah Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta. 

Pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang 

berbasis partisipasif mendapatkan perhatian lebih, sebab pembahasan di 

tingkat Kelurahan biasanya akan menentukan kualitas usulan kewilayahan. 

Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021 disesuaikan dengan Pagu 

Indikatif Kewilayahan OPD Kemantren pada tahun 2021. 

Dari pagu masing-masing Kelurahan terbagi menjadi 2 kegiatan pembangunan 

yaitu sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 

 Melihat dari usulan serta ketersediaan anggaran khususnya dana yang 

bersumber dari OPD Kemantren tentu ada ketimpangan antara usulan dengan 

dana yang tersedia berdasar pagu indikatif Kemantren Mergangsan, maka 

untuk mengatasi hal tersebut dilakukan skala prioritas kegiatan yang harus 

dilaksanakan dengan berpedoman pada kebutuhan darurat dan mendesak 

terutama dari sisi kemanusiaan serta menyangkut kehidupan orang lebih 

banyak dalam pemanfaatannya. OPD Kemantren juga berusaha menyatukan 

kegiatan duplikasi terutama pembangunan kewilayahan antara PPTK 

Kemantren dengan PPTK Kelurahan. Program Kegiatan yang pada akhirnya 

dapat dianggarkan diinformasikan kepada masyarakat.  

 

 

 



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MERGANGSAN

TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat nilai evaluasi perkembangan pembangunan kemantren mergangsan 395 point

No. Sasaran PD
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja
Program

(outcome)/
Kegiatan (output)

Formula
Indikator
Program

Target Capaian
Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Realisasi Capaian Kinerja
Renstra SKPD s/d

RKPD Tahun Lalu (n-1)
2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra

SKPD s/d tahun
2020

Tingkat Capaian
Kinerja

dan Realisasi
Anggaran

Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (%)

Unit SKPD
Penanggung

Jawab
Ket

Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD

Tahun 2021

Target Renja SKPD
TW Tahun 2021

Realisasi Renja SKPD
TW Tahun 2021

Tingkat Realiasi
TW Tahun 2021

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tingkat
perkembangan
pembangunan
Kemantren
Mergangsan
meningkat

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Hasil penilaian
SAKIP oleh
Inspektorat

Hasil
penilaian
SAKIP oleh
Inspektorat

A 0,00 A 0,00 A 1.480.649.960,00 A 1.480.649.960,00 A 2.428.570.428,00 0,00% 164,02%
Kemantren
Mergangsan

PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

0,00 0,00 6.800.000,00 100,00% 6.800.000,00 100,00% 6.715.000,00 100,00% 98,75%

Dokumen Renja
Tahun 2022 dan
Perubahan Renja
2021

0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

2 Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

0,00 0,00 5.506.800,00 100,00% 5.506.800,00 100,00% 5.491.400,00 100,00% 99,72%

Penyusunan RKA
dan DPA Tahun
2022, RKPA dan
DPPA tahun 2021

0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

3 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

0,00 0,00 62.242.910,00 100,00% 62.242.910,00 100,00% 5.436.000,00 100,00% 8,73%

Dokumen Evaluasi
Kebijakan,
Pelaksanaan, Hasil
Renja OPD

0 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Dokumen Evaluasi
Kebijakan,
Pelaksanaan, Hasil
Renstra OPD

0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Dokumen Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 100,00% 110,00% 110,00%

Pengelolaan Website
OPD

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Penyusunan
Perjanjian Kinerja
dan Perubahannya

0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

0,00 0,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 100,00% 1.990.000,00 100,00% 99,50%

Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASn

0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

5 Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

0,00 0,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 496.000,00 100,00% 99,20%

Bahan Pelaksanaan
Verifikasi

0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

6 Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

0,00 0,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 100,00%

Akutansi dan
Pelaporan Keuangan

0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

7 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

0,00 0,00 700.000,00 100,00% 700.000,00 100,00% 700.000,00 100,00% 100,00%

Laporan Keuangan
Akhir Tahun

0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

8 Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

0,00 0,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 100,00%

Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

9 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD

0,00 0,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 100,00%

Laporan Keuangan
Bulanan/Semesteran

0 dokumen 0 dokumen 14 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

10 Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

0,00 0,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 200.000,00 100,00% 100,00%

laporan Prognosis
Realisasi Anggaran

0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Administrasi Umum Perangkat Daerah

11 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

0,00 0,00 37.509.175,00 100,00% 37.509.175,00 100,00% 37.481.300,00 100,00% 99,93%

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

0 jenis 0 jenis 10 jenis 100,00% 100,00% 100,00%
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12 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

0,00 0,00 338.788.385,00 100,00% 338.788.385,00 100,00% 338.700.560,00 100,00% 99,97%

Bahan/alat-
alat/perlengkapan
kantor/rumah
tangga/kerja

0 jenis 0 jenis 24 jenis 100,00% 106,99% 106,99%

Bahan Kebersihan 0 jenis 0 jenis 5 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Bahan Komputer dan
Printer

0 jenis 0 jenis 10 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Tersedianya Alat
Tulis Kantor

0 jenis 0 jenis 55 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

13 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

0,00 0,00 31.600.095,00 100,00% 31.600.095,00 100,00% 31.600.000,00 100,00% 100,00%

Barang Cetakan 0 jenis 0 jenis 7 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Penggandaan surat-
surat/dokumen/berka
administrasi kantor

0 lembar 0 lembar 175.300 lembar 100,00% 100,00% 100,00%

14 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

0,00 0,00 102.870.000,00 100,00% 102.870.000,00 100,00% 102.848.000,00 100,00% 99,98%

Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
dalam Daerah

0 kali 0 kali 194 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

15 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

0,00 0,00 414.051.100,00 99,98% 414.051.100,00 99,98% 405.782.200,00 100,00% 98,00%

Gorden 0 meter 0 meter 100 meter 100,00% 100,00% 100,00%

Kipas Angin 0 unit 0 unit 4 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Komputer 0 unit 0 unit 7 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Printer 0 unit 0 unit 7 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Proyektor 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Sound System 0 unit 0 unit 4 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Tempat Sampah
Besar

0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Bor Listrik 0 buah 0 buah 2 buah 100,00% 100,00% 100,00%

Filling Cabinet 0 buah 0 buah 2 buah 100,00% 100,00% 100,00%

Genzet 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Kursi Kerja 0 unit 0 unit 2 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Megaphone 0 unit 0 unit 4 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Rak Arsip 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Sofa Tamu 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Tangga Lipat 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Termometer Digital 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

TV 32' 0 unit 0 unit 4 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Radio UHF 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

16 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

0,00 0,00 6.300.000,00 100,00% 6.300.000,00 100,00% 6.298.000,00 100,00% 99,97%

Materai 0 lembar 0 lembar 1.350 lembar 100,00% 100,00% 100,00%

17 Penyediaan Jasa
KomunikasiSumber Daya
Air dan Listrik

0,00 0,00 80.880.000,00 100,00% 80.880.000,00 100,00% 70.788.056,00 100,00% 87,52%

Pembayaran
Rekening Air

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pembayaran
Rekening Listrik

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pembayaran
Rekening Telepon

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

18 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

0,00 0,00 694.081.744,00 100,00% 694.081.744,00 100,00% 693.255.661,00 100,00% 99,88%

Belanja Jasa Orang
Perorangan/Naban
/Tenaga Teknis

0 orang 0 orang 2 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Keamanan
Kantor Kecamatan
Mergangsan, Kel.
Keparakan, Kel.
Wirogunan, Kel.
Brontokusuman

0 Unit 0 Unit 4 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Kebersihan
Kantor / Cleaning
Servis 3 Kelurahan
dan 1 Kecamatan

0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pengisian Tabung
Apar

0 Tabung 0 Tabung 68 Tabung 100,00% 100,00% 100,00%

Retribusi Kebersihan 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Retribusi Assenering 0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

19 Penyediaan Jasa
PemeliharaanBiaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

0,00 0,00 114.482.500,00 99,99% 114.482.500,00 99,99% 70.166.751,00 100,00% 61,29%

Pembayaran Pajak
Kendaraan Roda 2

0 Unit 0 Unit 13 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pembayaran Pajak
Kendaraan Roda 3

0 Unit 0 Unit 2 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pembayaran Pajak
Kendaraan Roda 4

0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Kendaraan Roda 2

0 Unit 0 Unit 13 Unit 100,00% 100,00% 100,00%
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Pemeliharaan
Kendaraan Roda 3

0 Unit 0 Unit 2 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Kendaraan Roda 4

0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

20 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

0,00 0,00 14.325.000,00 100,00% 14.325.000,00 100,00% 14.000.000,00 100,00% 97,73%

Terpeliharanya
Mebeleur

0 jenis 0 jenis 5 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

21 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

0,00 0,00 595.187.502,00 100,00% 595.187.502,00 100,00% 594.686.500,00 100,00% 99,92%

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor Kec.
Mergangsan, Kel.
Keparakan, Kel.
Wirogunan, Kel.
Brontokusuman

0 Unit 0 Unit 4 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas Camat
Mergangsan

0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan Taman
Kantor Kecamatan
Mergangsan, Kel.
Keparakan, Kel.
Wirogunan, Kel.
Brontokusuman

0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

22 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

0,00 0,00 41.755.000,00 100,00% 41.755.000,00 100,00% 41.335.000,00 100,00% 98,99%

Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor/Kerja
/Kerumahtanggaan
/Komunikasi/Studio

0 Unit 0 Unit 12 Unit 100,00% 100,00% 100,00%

Rata-rata capaian kinerja             100,00% 93,14%            

Predikat kinerja            
Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

           

Keberdayaan
Masyarakat
Meningkat

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Nilai survei
kepuasan
masyarakat
Kemantren
Mergangsan

Jumlah NRR
x nilai
tertimbang
dari 9 unsur
x 25

85,00 % 0,00 83,05 % 0,00 84,00 % 784.680.388,00 84 % 784.680.388,00 84,15 % 710.598.347,00 100,00% 90,56%
Kemantren
Mergangsan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1 Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

0,00 0,00 204.850.875,00 100,00% 204.850.875,00 100,00% 204.279.238,00 100,00% 99,72%

Pengukuhan RT RW
masa bakti
2021-2024

0 Lembaga 0 Lembaga 279 Lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Monev
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kelurahan

0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Penyelenggaraan
musrenbang
kelurahan dan
kecamatan

0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Penyusunan
monografi kelurahan

0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Penyusunan profil
kecamatan dan
kelurahan

0 dokumen 0 dokumen 5 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Pemilihan
RT dan RW Masa
bakti 2021-2024

0 lembaga 0 lembaga 279 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Integrasi
Perencanaan
Kewilayahan

0 kelurahan 0 kelurahan 3 kelurahan 100,00% 100,00% 100,00%

Sinergitas pelayanan
RT RW dalam
pelayanan

0 kelurahan 0 kelurahan 3 kelurahan 100,00% 100,00% 100,00%

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

2 Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah
dan/atau Instansi Vertikal
yang terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Umum

0,00 0,00 241.774.665,00 100,00% 241.774.665,00 99,83% 240.554.470,00 99,83% 99,50%

Pelatihan Budidaya
Anggrek (Gapoktan)

0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 149,93% 149,93%

Pelatihan Daur Ulang
Sampah Bagi Warga
Miskin (PKH & KMS)

0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Ecoprint
(PKK)

0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Seni
Dekorasi Masakan
dan Makanan
Tradisional (UMK)

0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 98,82% 98,82%

Pemeliharaan
Makam TPU
Sasanalaya

0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 99,91% 99,91%

Penyusunan Buku
Informasi
Pembangunan

0 Dok 0 Dok 1 Dok 100,00% 99,87% 99,87%
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Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan Pelayanan
Perizinan Non Usaha

0,00 0,00 5.883.890,00 100,00% 5.883.890,00 100,00% 5.825.078,00 100,00% 99,00%

Operasional
pelayanan yang
terkait perizinan

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi
Pelayanan Perizinan

0 kali 0 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

4 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan

0,00 0,00 63.379.056,00 100,00% 63.379.056,00 98,00% 63.335.514,00 98,00% 99,93%

Pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang
terkait dengan
Pelayanan
Nonperizinan

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 98,00% 98,00%

5 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
dengan Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

0,00 0,00 196.930.480,00 100,00% 196.930.480,00 100,00% 196.604.047,00 100,00% 99,83%

Fasilitasi Lembaga
Tingkat Kecamatan
Mergangsan

0 lembaga 0 lembaga 1 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

fasilitasi Lomba 0 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Koordinasi Lembaga
Tingkat Kecamatan

0 lembaga 0 lembaga 10 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Pentingnya
Pendidikan Agama
dan Karakter Bagi
Pemuda

0 orang 0 orang 80 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Seni Budaya (Pentas
Seni
Kecamatan,Karnaval
Budaya,Wayang
Jogja Night
Carnival/WJNC)

0 jenis 0 jenis 2 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Workshop Bantuan
Hukum Untuk
Masyarakat Miskin

0 orang 0 orang 50 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Workshop Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

0 orang 0 orang 50 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Rapat Penanganan
Covid-19

0 Kali 0 Kali 15 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Rata-rata capaian kinerja             99,57% 99,60%            

Predikat kinerja            
Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

           

Gangguan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Masyarakat
Menurun

PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Jumlah
pelanggaran
perda

Jumlah
pelanggaran
perda

100,00 kali 0,00 kali 0,00 100,00 kali 90.868.000,00 100 kali 90.868.000,00 58 kali 96.487.063,00 58,00% 106,18%
Kemantren
Mergangsan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1 Harmonisasi Hubungan
Dengan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

0,00 0,00 46.884.750,00 100,00% 46.884.750,00 100,00% 44.407.063,00 100,00% 94,72%

Koordinasi
Penanganan
Permasalahan
Ketertiban Umum

0 Jenis 0 Jenis 3 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan
Kebencanaan untuk
Mergangsan Rescue
Community (MRC)

0 Orang 0 Orang 40 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan
Pertolongan Pertama
Kegawat Daruratan
untuk Forum
Kewaspadaan Dini
Masy. (FKDM)

0 Orang 0 Orang 40 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan PPGD dan
Lalu Lintas untuk
Anggota Linmas
Kecamatan

0 Orang 0 Orang 40 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Penyuluhan
Ketertiban dan
Kesehatan PKL

0 Orang 0 Orang 40 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sambang Kampung 0 Orang 0 Orang 120 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sapaan PKL 0 Orang 0 Orang 120 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sarasehan
Kerukunan antar
bangsa untuk Forum
Pembauran
Kebangsaan (FPK)

0 Orang 0 Orang 40 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

PPKM 0 bulan 0 bulan 2 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2 Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat
Daerah yang Tugas dan
Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian

0,00 0,00 52.080.000,00 100,00% 52.080.000,00 100,00% 52.080.000,00 100,00% 100,00%

Frekuensi
Pengamanan
Masyarakat

0 Kali 0 Kali 17 Kali 100,00% 115,00% 115,00%

Koordinasi
Forkopimka

0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%
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Negara Republik Indonesia
Operasi Ketertiban
Masyarakat

0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Rata-rata capaian kinerja             100,00% 97,36%            

Predikat kinerja            
Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

           

Tingkat
perkembangan
pembangunan
Kemantren
Mergangsan
meningkat

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

Angka Swadaya
Murni

Jumlah
swadaya
murni
masyarakat
pada
masing-
masing
kelurahan

1.001.000.000,00
Rp

0,00
1.104.590.500,00

Rp
0,00

1.000.500.000,00
Rp

2.743.818.237,00
1000500000.00
Rp

2.743.818.237,00
1113893600
Rp

2.372.597.962,24 111,33% 86,47%
Mantri
Pamong
Praja

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan
Kelurahan Keparakan

0,00 0,00 323.894.100,00 100,00% 323.894.100,00 100,00% 323.894.100,00 100,00% 100,00%

Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Fisik
Lingkungan

0 bulan 0 bulan 3 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Konsultansi
Perencanaan dan
Pengawasan

0 bulan 0 bulan 5 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

2 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan
Kelurahan Wirogunan

0,00 0,00 213.900.500,00 99,99% 213.900.500,00 99,99% 213.900.500,00 100,00% 100,00%

Jasa Konsultasi
Pengawasan

0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Pavingblok RT 16
RW 05

0 m2 0 m2 180 m2 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Pavingblok RT 19
RW 06

0 m2 0 m2 144 m2 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Pavingblok RT 33
RW 10

0 m2 0 m2 79 m2 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Pavingblok RT 39
RW 12

0 m2 0 m2 90 m2 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Pavingblok RT 42
RW 13

0 m2 0 m2 97 m2 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan
Pavingblok RT 11
RW 03

0 m2 0 m2 292 m2 100,00% 100,00% 100,00%

3 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan
Kelurahan
Brontokusuman

0,00 0,00 481.488.000,00 100,00% 481.488.000,00 100,00% 385.496.648,24 100,00% 80,06%

Jasa Konsultansi
Pengawasan Kel BK

0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Penerangan Jalan
Umum

0 titik 0 titik 190 titik 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan
Pemeliharaan Jalan
Kel BK

0 meter 0 meter 1.760 meter 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Fasum (biopori)

0 unit 0 unit 618 unit 100,00% 100,00% 100,00%

4 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Kelurahan
Brontokusuman

0,00 0,00 441.626.940,00 99,99% 441.626.940,00 99,99% 441.592.402,00 100,00% 99,99%

Fasilitasi
Kelembagaan
Tingkat Kelurahan

0 jenis 0 jenis 4 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Fasilitator
Pemberdayaan
Kelurahan BK

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Koordinasi Lembaga
Tingkat Kelurahan

0 jenis 0 jenis 6 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Aneka
Kerajinan

0 jenis 0 jenis 2 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Digital
Marketing

0 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Kampung
Agro

0 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pemilihan RT RW 0 lembaga 0 lembaga 107 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Workshop Kampung
Wisata

0 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Workshop
Penyusunan Rapot
Keluarga

0 KK 0 KK 585 KK 100,00% 100,00% 100,00%

Honor Pelayan
Masyarakat

0 kali 0 kali 4 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Belanja
Penggandaan
Kegiatan Sosial
Ekonomi

0 lembar 0 lembar 15.000 lembar 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi P4GN 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 100,00% 100,00%
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Workshop
Kesejahteraan Sosial

0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 100,00% 100,00%

PPKM 0 kali 0 kali 8 kali 100,00% 100,00% 100,00%

5 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Kelurahan Wirogunan

0,00 0,00 601.620.156,00 100,02% 601.620.156,00 100,02% 601.620.156,00 100,00% 100,00%

Fasilitasi Lembaga
Masyarakat
Kelurahan

0 Jenis Lembaga 0 Jenis Lembaga 7 Jenis Lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Fasilitator
Pemberdayaan
Kelurahan WG

0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Koordinasi Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Kelurahan

0 Lembaga 0 Lembaga 12 Lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Kuliner 0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Manajemen
Usaha

0 Jenis 0 Jenis 1 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Pertanian/
Peternakan

0 Jenis 0 Jenis 1 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan Anak dan
Remaja

0 Jenis 0 Jenis 1 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan

0 Jenis 0 Jenis 1 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pemilihan Pengurus
RT dan RW

0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

PPKM 0 bulan 0 bulan 2 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

6 Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Kelurahan Keparakan

0,00 0,00 406.170.334,00 100,00% 406.170.334,00 100,00% 406.094.156,00 100,00% 99,98%

Fasilitasi Lembaga
Sosial
Kemasyarakatan

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan PKK 0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat

0 bulan 0 bulan 10 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Kuliner 0 bulan 0 bulan 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Kerajinan 0 bulan 0 bulan 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Ketahanan
Lingkungan

0 bulan 0 bulan 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pemilihan RT/RW 0 bulan 0 bulan 2 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Fasilitator
Pendanping
Pemberdayaan
Masyarakat

0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Pertanian
Perkotaan

0 0 1 100,00% 100,00% 100,00%

Rata-rata capaian kinerja             100,00% 96,67%            

Predikat kinerja            
Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

           

Total anggaran dari seluruh program   5.100.016.585,00   5.100.016.585,00   5.608.253.800,24                

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)             99,94% 109,97%            

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)            
Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

           

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : koordinasi rutin tentang pelaksanaan kegiatan per PPTK

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : proses lelang konblok kelurahan dan kegiatan jasa digitalisasi salah kode rekening

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya :

Yogyakarta, 2022 Yogyakarta, 2022

Disusun oleh Dievaluasi oleh

Mantri Pamomg Praja KEMANTREN MERGANGSAN
Kepala BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

PARGIYAT, S.I.P. Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 197305241992031002 NIP. 197203061996031004
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayan SKPD Kecamatan Mergangsan

Kota Yogyakarta

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Sasaran OPD

Nilai evaluasi perkembangan 
pembangunan Kemantren Mergangsan Meningkatnya perkembangan 

pembangunan Kemantren Mergangsan
400 400.67 402 403 404 400.33

II Indikator Program
PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 
Kemantren Mergangsan

Survey 
Kepuasan 
Masyarakat

85 85.5 86 86.5 87 84.15

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM

Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren 
Mergangsan 125 65 65 65 65 67

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Angka Swadaya Masyarakat Total 
Kemantren Mergangsan

1.110.000.000 
Rupiah

1.221.000.000 
Rupiah

1.465.200.000 
Rupiah

1.611.720.000 
Rupiah

1.772.892.000 
Rupiah

Catatan 
Analisis

SPM/Standar NasionalIndikatorNo IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian



Nama OPD: Kecamatan Mergangsan

1 2 3 4

1. 6,641,785,688Rp     6,641,785,688Rp     
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

MG 100%

 Rp          22,665,550 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

MG

100%

 Rp          22,665,550 

Dokumen Renja Tahun 2023 dan 
Perubahan Renja Tahun 2022 2 dokumen

Dokumen Renja Tahun 2023 dan 
Perubahan Renja Tahun 2022 2 dokumen

Forum OPD untuk kesepakatan 
Penyusunan Program dan 
Kegiatan Perangkat Daerah

1 berita acara

Forum OPD untuk kesepakatan 
Penyusunan Program dan Kegiatan 
Perangkat Daerah

1 berita acara

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD

MG

Penyusunan RKA dan DPA Tahun 
2023, RKPA, dan DPPA Tahun 
2022

4 dokumen

5,506,800Rp             Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD MG Penyusunan RKA dan DPA Tahun 
2023, RKPA, dan DPPA Tahun 2022

4 dokumen

5,506,800Rp             

Dokumen Evaluasi Kebijakan, 
Pelaksanaan, Hail Renja OPD

6 dokumen

Dokumen Evaluasi Kebijakan, 
Pelaksanaan, Hail Renja OPD

6 dokumen

Dokumen Evaluasi Kebijakan, 
Pelaksanaan, Hail Renstra OPD

3 dokumen
Dokumen Evaluasi Kebijakan, 
Pelaksanaan, Hail Renstra OPD

3 dokumen

Dokumen Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

2 dokumen
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

2 dokumen

Lapoaran Capaian Kinerja 
Perangkat Daerah

12 dokumen
Lapoaran Capaian Kinerja Perangkat 
Daerah

12 dokumen

Pengelolaan website OPD 12 bulan Pengelolaan website OPD 12 bulan
Penyusunan Perjanjian Kinerja 
dan perubahannya

2 dokumen
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan 
perubahannya

2 dokumen

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah

MG 100%
4,864,026,000Rp     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah MG

100%
4,864,026,000Rp     

1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN MG Gaji dan Tunjangan ASN 33 orang 4,841,626,000Rp     Penyediaan gaji dan tunjangan ASN MG Gaji dan Tunjangan ASN 33 orang 4,841,626,000Rp      
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN
MG

Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN

12 dokumen

3,000,000Rp             Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN MG Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

12 dokumen

3,000,000Rp             

1.2.3
Pelaksanaan Pentausahaan dan 
Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

MG Bahan Pelaksanaan Verifikasi 12 dokumen 4,400,000Rp             
Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi 
Keuangan SKPD

MG Bahan Pelaksanaan Verifikasi 12 dokumen 4,400,000Rp             

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA
URUSAN KEWILAYAHANURUSAN KEWILAYAHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja

1.1.3

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7,958,750Rp             

MG

7,958,750Rp             Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

1.1.1

MG

MG

MG9,200,000Rp             9,200,000Rp             

TABEL 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Yogyakarta

No. Program  Lokasi  Pagu Indikatif Program  Indikator Kinerja Target Capaian Target Capaian Kebutuhan DanaLokasi Indikator Kinerja



1 2 3 4

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No. Program  Lokasi  Pagu Indikatif Program  Indikator Kinerja Target Capaian Target Capaian Kebutuhan DanaLokasi Indikator Kinerja

1.2.4
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD

MG
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan

12 dokumen
6,500,000Rp             

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
MG

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
12 dokumen

6,500,000Rp             

1.2.5

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD MG

Laporan Keuangan Akhir Tahun 
1 dokumen

1,500,000Rp             

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD MG

Laporan Keuangan Akhir Tahun 
1 dokumen

1,500,000Rp             

1.2.6
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan

MG
Bahan Tanggapan Pemeriksaan

2 dokumen
2,000,000Rp             

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
MG

Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2 dokumen

2,000,000Rp             

1.2.7

Koordinasi dan Pnyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

MG
Laporan Keuangan 
Bulanan/Semesteran

14 dokumen

3,000,000Rp             

Koordinasi dan Pnyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

MG
Laporan Keuangan 
Bulanan/Semesteran

14 dokumen

3,000,000Rp             

1.2.8

Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran MG Laporan Prognosis Realisasi 

Anggaran
1 dokumen

2,000,000Rp             

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran MG

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dokumen

2,000,000Rp             
1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

MG 100%
741,420,737Rp        Administrasi Umum Perangkat Daerah MG

100%
741,420,737Rp         

1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bagunan Kantor

MG

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bagunan Kotor

10 jenis

21,497,350Rp           Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan 
Kantor

MG

Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bagunan Kotor

10 jenis

21,497,350Rp           

Bahan / alat-alat/perlengkapan 
kantor/rumah tangga/kerja

24 jenis

Bahan / alat-alat/perlengkapan 
kantor/rumah tangga/kerja

24 jenis

Bahan Kebersihan 5 jenis Bahan Kebersihan 5 jenis
Bahan komputer dan printer

10 jenis
Bahan komputer dan printer

10 jenis

Peralatan Rumah Tangga 7 jenis Peralatan Rumah Tangga 7 jenis
Tersedianya Alat Tulis Kantor

55 jenis
Tersedianya Alat Tulis Kantor

55 jenis

Barang Cetakan
7 jenis

Barang Cetakan
7 jenis

Penggandaan surat-
surat/dokumen/berkas 
administrasi kantor

175.300 lembar
Penggandaan surat-
surat/dokumen/berkas administrasi 
kantor

175.300 lembar

1.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

MG
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
dalam Daerah

194 kali
114,360,000Rp         Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD MG Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

dalam Daerah
194 kali

114,360,000Rp         

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah MG 100%

805,849,784Rp        Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah MG
100%

805,849,784Rp         

1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat MG Materai 1000 lembar 10,000,000Rp           Penyediaan Jasa Surat Menyurat MG Materai 1000 lembar 10,000,000Rp           
Pembayaran rekening Air 12 bulan Pembayaran rekening Air 12 bulan
Pembayaran rekening listrik 12 bulan Pembayaran rekening listrik 12 bulan
Pembayaran rekening telepon 12 bulan Pembayaran rekening telepon 12 bulan
Belanja Jasa Orang 
Perorangan/Naban/Tenaga Teknis 3 orang

Belanja Jasa Orang 
Perorangan/Naban/Tenaga Teknis 3 orang

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik MG

682,409,784Rp         1.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

682,409,784Rp         Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor MG

1.3.2 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

MG

507,742,787Rp         Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor MG 507,742,787Rp         

 Rp          97,820,600 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

MG

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik MG

113,440,000Rp         113,440,000Rp         

1.3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan MG  Rp           97,820,600 

1.4.2
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Jasa Keamanan Kantor 
Kecamatan Mergangsan, Kel. 
Keparakan, Kel. Wirogunan, 
Kel.Brontokusuman

4 unit

Jasa Keamanan Kantor Kecamatan 
Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. 
Wirogunan, Kel.Brontokusuman

4 unit

Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning 
Servis 3 Kelurahan dan 1 
Kecamatan

12 bulan
Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning 
Servis 3 Kelurahan dan 1 Kecamatan 12 bulan

Retribusi Kebersihan
12 bulan

Retribusi Kebersihan
12 bulan

Sewa Perlengkapan/Peralatan 
2 unit

Sewa Perlengkapan/Peralatan 
2 unit

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah MG 100%

207,823,617Rp        Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

MG
100%

207,823,617Rp         

Pembayaran Pajak Kendaraan 
Roda 2

13 unit

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2

13 unit

Pembayaran Pajak Kendaraan 
Roda 3 2 unit

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3
2 unit

Pembayaran Pajak Kendaraan 
Roda 4

2 unit
Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4

2 unit

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
13 unit

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
13 unit

Pemeliharaan Kendaraan Roda 3
2 unit

Pemeliharaan Kendaraan Roda 3
2 unit

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
2 unit

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
2 unit

BBM Alat Kantor
3 jenis

BBM Alat Kantor
3 jenis

Pelumas/Oli Mesin Alat Lainnya
3 jenis

Pelumas/Oli Mesin Alat Lainnya
3 jenis

Terpeliharanya Mebeleur 5 jenis Terpeliharanya Mebeleur 5 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor Kemantren 
Mergangsan, Kel. Keparakan, 
Kel.Wirogunan, 
Kel.Brontokusuman

4 unit

Pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor Kemantren Mergangsan, Kel. 
Keparakan, Kel.Wirogunan, 
Kel.Brontokusuman 4 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Rumah Dinas Pamong Praja 
Mergangsan 1 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 
Dinas Pamong Praja Mergangsan

1 unit

Pemeliharaan Taman Kantor 
Kemantren Mergangsan, Kel. 
Keparakan, Kel.Wirogunan, 
Kel.Brontokusuman

1 unit

Pemeliharaan Taman Kantor 
Kemantren Mergangsan, Kel. 
Keparakan, Kel.Wirogunan, 
Kel.Brontokusuman

1 unit

1.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bagunan Lainnya

MG

12,250,000Rp           Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya MG

1.5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

MG

13,440,000Rp           Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

1.5.1

MG

134,141,617Rp         Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

MG 134,141,617Rp         

MG

MG 13,440,000Rp           

12,250,000Rp           
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Servis AC
28 kali

Servis AC
28 kali

Servis alat dan perlengkapan 
kantor

10 kali
Servis alat dan perlengkapan kantor

10 kali

Servis Elektronik 20 kali Servis Elektronik 20 kali
Servis Gamelan 60 kali Servis Gamelan 60 kali
Servis Genset 4 kali Servis Genset 4 kali
Servis Komputer 60 kali Servis Komputer 60 kali
Servis Laptop 20 kali Servis Laptop 20 kali
Servis Mesin Ketik 14 kali Servis Mesin Ketik 14 kali
Servis Pompa Air 1 kali Servis Pompa Air 1 kali
Servis Printer 70 kali Servis Printer 70 kali
Servis Zenso/Gergaji listrik 2 kali Servis Zenso/Gergaji listrik 2 kali

2. 545,611,161Rp        545,611,161Rp         

2.1
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

MG 100% 166,467,007Rp        
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan

MG 100% 166,467,007Rp         

Belanja Jasa Administrasi Jawatan 
Praja 12 bulan

Belanja Jasa Administrasi Jawatan 
Praja 12 bulan

Fasilitas FPK, FKDM, 
FORKOPIMKA, FKUB

4 lembaga
Fasilitas FPK, FKDM, FORKOPIMKA, 
FKUB

4 lembaga

Mergangsan Award 0 kali Mergangsan Award 0 kali
Monev penyelenggaraan 
pemerintahan kelurahan dan 
kemantren

3 dokumen
Monev penyelenggaraan 
pemerintahan kelurahan dan 
kemantren

3 dokumen

Pembinaan RT, RW, RK, dan LPMK
3 kelurahan

Pembinaan RT, RW, RK, dan LPMK
3 kelurahan

Penyelenggaran Musrenbag 
Kelurahan dan Kemantren

4 dokumen
Penyelenggaran Musrenbag 
Kelurahan dan Kemantren

4 dokumen

Penyusunan data monografi 
kelurahan

3 dokumen
Penyusunan data monografi 
kelurahan

3 dokumen

Penyusunan profil kelurahan dan 
kemntren

5 dokumen
Penyusunan profil kelurahan dan 
kemntren

5 dokumen

2.2
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana 
dan Sarana Pelayanan Umum

MG 100% 161,912,500Rp        
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 
Umum

MG 100% 161,912,500Rp         

Fasilitas Kelembagaan

2 lembaga

Fasilitas Kelembagaan

2 lembaga

Gelar Produk UMKM & Gapoktan
1 kali

Gelar Produk UMKM & Gapoktan
1 kali

Informasi program dan kegiatan 
pembangunan kecamatan 0 dokumen

Informasi program dan kegiatan 
pembangunan kecamatan 0 dokumen

Pelatihan Budidaya Anggur 
(Gapoktan)

1 kali
Pelatihan Budidaya Anggur 
(Gapoktan)

1 kali

2.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang 
terkait dalam pemeliharaan sarana dan 
prasaranan pelayanan umum

MG

 Rp        161,912,500 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 
Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan 
prasaranan pelayanan umum

MG

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

MG

166,467,007Rp         Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan

MG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

MG

47,992,000Rp           Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya

MG 47,992,000Rp           

166,467,007Rp         

 Rp        161,912,500 
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Pelatihan Pengolahan Makanan 
Tradisional dengan Penyajian ala 
Hotel (UMKM) 1 kali

Pelatihan Pengolahan Makanan 
Tradisional dengan Penyajian ala 
Hotel (UMKM) 1 kali

Pelatihan Tematik Budidaya 
Tabulpot Buah

1 kali
Pelatihan Tematik Budidaya Tabulpot 
Buah

1 kali

Pemeliharaan Makam (TPU 
Sasonoloyo)

12 bulan
Pemeliharaan Makam (TPU 
Sasonoloyo)

12 bulan

Perencanaan Monitoring dan 
Evaluasi Pembangunan Wilayah 
Terintegrasi

1 dokumen
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan Wilayah Terintegrasi 1 dokumen

Rekordasi kelembagan 6 bulan Rekordasi kelembagan 6 bulan

2.3
Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan 
yang Dilimpahkan kepada Camat

MG 100% 217,231,654Rp        
Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat

MG 100% 217,231,654Rp         

2.3.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang terkait dengan Pelayanan 
Perizinan Non Usaha

MG
Operasi pelayanan yang terkait 
perizinan 12 bulan

3,860,892Rp             
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 
Pelayanan Perizinan Non Usaha

MG Operasi pelayanan yang terkait 
perizinan 12 bulan

3,860,892Rp             

Jasa Tenaga Administrasi 
Pelayanan 12 bulan

Jasa Tenaga Administrasi Pelayanan
12 bulan

Operasional Pelayanan yang 
terkait Non Perizinan

12 bulan
Operasional Pelayanan yang terkait 
Non Perizinan

12 bulan

Sosialisasi Jogja Smart Service 30 orang Sosialisasi Jogja Smart Service 30 orang
Fasilitas Lembaga tingkat 
kemantren

11 lembaga Fasilitas Lembaga tingkat kemantren 11 lembaga

Fasilitas lomba 2 jenis Fasilitas lomba 2 jenis
Fasilitas Budaya 2 kegiatan Fasilitas Budaya 2 kegiatan
Monitoring Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan PMT Stunting (Rapat 
Koordinasi)

2 kali Monitoring Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan PMT Stunting (Rapat 
Koordinasi)

2 kali

Pemeliharaan Sarana Prasarana 
Penunjang Pemberdayaan 

0 unit Pemeliharaan Sarana Prasarana 
Penunjang Pemberdayaan 

0 unit

Penyuluhan Pendidikan Agama 
dan Karakter bagi pemuda

30 orang Penyuluhan Pendidikan Agama dan 
Karakter bagi pemuda

30 orang

Sosialisasi Stunting 1 kegiatan Sosialisasi Stunting 1 kegiatan
Sosialisasi WPA IVA 0 orang Sosialisasi WPA IVA 0 orang
Workshop Kemandirian Lansia 0 orang Workshop Kemandirian Lansia 0 orang

3. 73,051,000Rp           73,051,000Rp           

3.1.
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban Umum

MG 100% 29,572,000Rp           
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum

MG 100% 29,572,000Rp           

Pelatihan Bela Negara bagi 
generasi muda 80 orang

Pelatihan Bela Negara bagi generasi 
muda 80 orang

Sapaan PKL 60 orang Sapaan PKL 60 orang
Koordinasi Penanganan 
Permasalahan Ketertiban

5 jenis
Koordinasi Penanganan 
Permasalahan Ketertiban

5 jenis

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3.1.1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh 
Agama dan Tokoh Masyarakat

MG

29,572,000Rp           Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat

MG

2.3.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang terkait dengan Kewenangan Lain 
yang dilimpahkan

MG 150,054,500Rp         

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 
Kewenangan Lain yang dilimpahkan

MG

2.3.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang terkait dengan Nonperizinan

MG

63,316,262Rp           Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 
Nonperizinan

MG

MG

63,316,262Rp           

150,054,500Rp         

29,572,000Rp           
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Sambang Kampung 60 orang Sambang Kampung 60 orang

3.2.
Koordinasi Penerapan dan Penegakan 
Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah

MG 100% 43,479,000Rp           
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah

MG 100% 43,479,000Rp           

Frekuensi Pengamanan 
Masyarakat 

22 kali

Frekuensi Pengamanan Masyarakat 

22 kali

Operasi Ketertiban Masyarakat
12 bulan

Operasi Ketertiban Masyarakat
12 bulan

4. 686,563,830Rp        686,563,830Rp         
4.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan KP 100% 686,563,830Rp        Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan KP 100% 686,563,830Rp         

Jasa Konsultasi Pengawasan 
3 dokumen

Jasa Konsultasi Pengawasan 
3 dokumen

Jasa Konsultasi Perencanaan 3 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan 3 dokumen
Pembangunan Balai RW 08 1 unit Pembangunan Balai RW 08 1 unit
Pembangunan Sarpras Kampung 
Kerajinan

1 lokasi
Pembangunan Sarpras Kampung 
Kerajinan

1 lokasi

Pemeliharaan PJU 60 titik Pemeliharaan PJU 60 titik
Perbaikan Jalan Kampung 300 meter2 Perbaikan Jalan Kampung 300 meter2
Fasilitas Lembaga Sosial 
Kelurahan 

10 lembaga
Fasilitas Lembaga Sosial Kelurahan 

10 lembaga

Fasilitator Pemberdayaan 
Kelurahan

12 kali
Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan

12 kali

Gelar Potensi Kelurahan 1 kali Gelar Potensi Kelurahan 1 kali
Gladhen Ageng Jemparingan 1 kali Gladhen Ageng Jemparingan 1 kali
Merti Golong Gilig 1 kali Merti Golong Gilig 1 kali
Sarasehan Kelurahan Siaga 40 orang Sarasehan Kelurahan Siaga 40 orang

Upacara Kenduri Sura 1 kali Upacara Kenduri Sura 1 kali
Workshop Ketahanan Keluarga 30 orang Workshop Ketahanan Keluarga 30 orang

5. 856,792,210Rp        856,792,210Rp         
5.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan WR 100% 856,792,210Rp        Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan WR 100% 856,792,210Rp         

Pembagunan Sarana Prasarana 
Ekowisata Bantaran Sungai Code 2 lokasi

Pembagunan Sarana Prasarana 
Ekowisata Bantaran Sungai Code 2 lokasi

Pemeliharaan Fasilitas Umum 2 titik Pemeliharaan Fasilitas Umum 2 titik
Pemeliharaan Penerangan Jalan 
Umum (PJU) 24 titik

Pemeliharaan Penerangan Jalan 
Umum (PJU) 24 titik

Penanda Kampung
0 titik

Penanda Kampung
0 titik

Peningkatan dan Pemeliharaan 
Jalan Pavingblock

795.96 m2
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 
Pavingblock

795.96 m2

Peningkatan dan Pemeliharaan 
SPAH

0 titik
Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH

0 titik

Fasilitasi Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan

5 lembaga
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan

5 lembaga

Jasa Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat

12 bulan
Jasa Fasilitator Pemberdayaan 
Masyarakat

12 bulan

434,654,726Rp         5.1.2 Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan

434,654,726Rp         Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

249,529,455Rp         

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

5.1.1 Pembagunan Sarana Prasarana 
Kelurahan

WR

422,137,484Rp         Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan

WR

422,137,484Rp         

Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan

KP

249,529,455Rp         4.1.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KP

43,479,000Rp           

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

4.1.1 Pembagunan Sarana Prasarana 
Kelurahan

KP

437,034,375Rp         Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan

KP

437,034,375Rp         

3.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 
Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 
Bidang Penegakan Peraturan 
Perundang-undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia

MG

43,479,000Rp           Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

MG

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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Koordinasi Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 
Kelurahan

12 lembaga
Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Kelurahan 12 lembaga

Pelatihan Kerajinan 1 kegatan Pelatihan Kerajinan 1 kegatan
Peningkatan dan Pembinaan 
Pariwisata

2 kegiatan
Peningkatan dan Pembinaan 
Pariwisata

2 kegiatan

6. 993,989,080Rp        993,989,080Rp         
Jasa Konsultasi Pengawasan 

2 dokumen
Jasa Konsultasi Pengawasan 

2 dokumen

Jasa Konsultasi Perencanaan 2 dokumen Jasa Konsultasi Perencanaan 2 dokumen
Pemeliharaan Conblock 4879 m2 Pemeliharaan Conblock 4879 m2
Penataan Kawasan Untuk 
Menunjang Wisata Alternatif

1 lokasi
Penataan Kawasan Untuk Menunjang 
Wisata Alternatif

1 lokasi

Fasilitasi Kelompok Lembaga 
Masyarakat

3 lembaga
Fasilitasi Kelompok Lembaga 
Masyarakat

3 lembaga

Fasilitator Pemberdayaan 
Kelurahan

12 bulan
Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan

12 bulan

Koordinasi Lembaga 
Kemasyarakatan

6 lembaga
Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan

6 lembaga

Pelatihan Bagi Pelaku Wisata 2 jenis Pelatihan Bagi Pelaku Wisata 2 jenis
Pembinaan Kesehatan 
Masyarakat

1 jenis
Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1 jenis

Pengelolaan Rapot Keluarga 550 KK Pengelolaan Rapot Keluarga 550 KK
Peningkatan Kompetensi & 
Keterampilan SDM Lembaga 
Sosial Ekonomi Kelurahan

1 jenis
Peningkatan Kompetensi & 
Keterampilan SDM Lembaga Sosial 
Ekonomi Kelurahan

1 jenis

PMT Stunting 48 anak PMT Stunting 48 anak
9,797,792,969.00     

382,989,080Rp         6.2 Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan

382,989,080Rp         

BR

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BR

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6.1 Pembagunan Sarana Prasarana 

Kelurahan

BR

611,000,000Rp         Pembagunan Sarana Prasarana Kelurahan

BR

611,000,000Rp         

WR WR

JUMLAH TOTAL























BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan 

Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan 

teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), 

politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan 

penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta 

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku 

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022. Di sisi lain, 

dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah 

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan 

ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak 



secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang 

merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 

2022 diamamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala 

Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Darah (Renstra 

PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. 

Dalam penyusunan rencana strategis PD Tahun 2023-2026 harus 

memperhatikan SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang 

Penyusunan Rencana Pembanguna Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan 

memperhatikan: 

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya.  

2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 

3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta  

4. Regulasi yang berlaku 

5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan 

Pokok Pikiran DPRD), serta 

7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive 

gender dan inklusif. 

8. Menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah 

yang tertuang dalam Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 050_5889 

Tahun 2021 

 Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta sebagai salah satu institusi perangkat 

daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah umum 

berdasarkan azas otonomi dan sebagian urusan pemerintahan daerah yang 

dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 116 

tahun 2021.  

Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan 

pada akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta. Adapun 



urusan  yang diampu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

50_5889 Tahun 2021,  maka program di Kemantren Mergangsan terdiri dari : 

A. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 

C. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota 

Rencana Strategis Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta dibuat dengan 

Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta. 

Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) 

guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada. 

 

2.  Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

1. Tujuan 

“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan”. 

2.  Sasaran 

“Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Mergangsan”.  

 

3. Program dan Kegiatan 

Berdasarkan Keputusan Menteri DaIam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021, 

Kemantren memiliki empat program besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya. Keempat program tersebut adalah:  

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Program-program tersebut menjadi pedoman bagi Kemantren Mergangsan dalam 

Menyusun skema kegiatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan pembagian yang 

proporsional, Kemantren Mergangsan telah Menyusun kegiatan yang dapat 

mendukung keempat program tersebut. Kegiatan yang disusun pun telah 



disesuaiakn dengan tupoksi dari masing-masing Jawatan, sehingga semuanya dapat 

bersinergi dalam mendukung program Kemantren.  

Dalam program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, jawatan yang 

mengampu adalah Jawatan Praja dan Jawatan Keamanan. Anggaran yang 

dialokasikan untuk Tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp. 69.000.000, yang 

dijabarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah.  

Kegiatan tersebut memiliki target kinerja meningkatnya koordinasi Forkopim 

Kemantren untuk penanganan masalah di wilayah yang anggarannya melekat di 

Jawatan Praja. Sedangkan Jawatan Keamanan memiliki target kinerja berupa 

meningkatnya Lembaga yang difasilitasi terkait keamanan dan ketertiban.  

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik bertujuan untuk 

meningkatkan kepuasan layanan masyarakat dengan indicator nilai Survey 

Kepuasan Masyarakat. Kegiatannya diampu oleh Jawatan Umum dan Jawatan 

Kemakmuran dengan target Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 

Pembangunan yang terupdate, serta meningkatnya pelayanan sesuai dengan 

ketentuan. Anggaran yang dialokasikan kurang lebih sekitar Rp. 179.000.000.  

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengantarget menurunnya 

pelanggaran Perda di Kemantren khusus diampu oleh Jawatan Keamanan. Kegiatan 

yang dilakukan adalah melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan Perda 

dan Peraturan dengan melakukan operasi ketertiban untuk pencegahan dan 

penagakan Perda. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp. 52.000.000 di tahun 2023 

diharapkan dapat mencapai target yang diharapkan.  

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program yang 

menjadi sasaran penting bagi Kemantren Mergangsan. Dengan target kinerja 

meningkatnya Angka Swadaya masyarakat, program ini diampu secara sinergi oleh 

seluruh Jawatan yang ada di Kemantren beserta para Lurah sebagai pemangku 

wilayah.  

Dengan total anggaran kurang lebih Rp. 3.500.000.000, kegiatan yang dilaksanakan 

adalah:  

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren 

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kemantren dan Kelurahan 



- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

- Koordinasi dan Sinkronisasi 

Selain itu, juga terdapat kegiatan yang berupa pembangunan fisik untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana di tingkat Kemantren. Target yang ingin dicapai 

adalah meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana Kemantren Mergangsan.  

Sebagai Program Penunjang Urusan dengan target meningkatkan penilaian, 

terdapat bebrapa kegiatan yang diampu oleh Mantri Anom yaitu:  

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Administrasi Umum Perangkat Daerah  

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

RENJA Kemantren Mergangsan Tahun 2023 merupakan dokumen 

perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan, maka dokumen ini memuat 

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan 

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang 

disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat. 

Dengan mengangkat tema pembangunan “Peningkatan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”, Kemantren 

Mergangsan berusaha menyusun rencana kerja yang berfokus pada tema tersebut. 

Dengan mempertimbangkan pagu indikatif yang telah ditetapkan, maka Kemantren 

Mergangsan berusaha Menyusun skema kegiatan yang dapat mendukung 

tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai program.  

Terdapat 3 (tiga) pokok utama tujuan yang ingin dicapai oleh Kemantren 

Mergangsan yaitu:  

1. Dalam usahanya di bidang Ekonomi Kreatif, Kemantren Mergangsan 

berkomitmen untuk mendorong penggerak ekonomi di segala aspek dengan 

optimalisasi media, event, maupun proses digitalisasi.  

2. Di bidang Pariwisata Budaya, Kemantren Mergangsan berusaha memfasilitasi 

aktivitas sosial dan ekonomi yang berpedoman pada sapta pesona (aman, 

tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan).  

3. Untuk mewujudkan Keberdayaan Masyarakat, Kemantren Mergangsan 

berusaha untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar sumber daya 

manusia agar terwujud masyarakat yang berdaya dalam kontribusi terhadap 

pembangunan wilayah.  

Metode penganggaran yang dijalankan oleh Kemantren Mergangsan disesuaikan 

dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang 

terdapat dalam APBD 2023. Skema kegiatan yang dilaksanakan meliputi workshop, 

pelatihan, bimbingan teknis, rapat koordinasi kelembagaan, festival adat, belanja 

modal, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan fisik.  



Disamping itu, Kemantren Mergangsan juga berusaha mengembangkan sikap 

mental mandiri pada program pemberdayaan yang dijalankan. Hal ini untuk 

menguatkan kapasitas masyarakatnya bahwa tidak semua harus bergantung pada 

pemerintah. Dengan penguatan kelembagaan, diharapkan dapat terjadi sinergi yang 

menghasilkan keputusan kolektif untuk menjadi dasar pijakan bagi eksistensi 

Kemantren Mergangsan yang bermanfaat bagi warganya.  

Salah satu keputusan penting yang diambil dalam proses perencanaan Kemantren 

Mergangsan adalah alokasi anggaran kbususnya Dana Strategis, yang tidak hanya 

untuk membiayai konsumsi pemerintah Kelurahan, bukan juga hanya untuk 

membangun prasarana fisik wilayah, tetapi juga dialokasikan untuk investasi 

manusia dan pengembangan ekonomi local yang berorientasi untuk 

penanggulangan kemiskinan.  

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RENJA ini bersifat 

indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang 

sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di 

dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat 

kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RENJA ini untuk 

selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas 

pagu indikatif untuk Tahun 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















BAB V 

PENUTUP 

 

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat 

sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan 

tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang 

bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, 

Kemantren Mergangsan sebagai ujung tombak pemerintahan di Kota Yogyakarta 

memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat 

dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.  

Rencana Kerja di Kemantren Mergangsan ini merupakan program 

pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana kerja 

yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dan program kewilayahan ini 

pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat di 

Kota Yogyakarta, khususnya Kemantren Mergangsan. Dengan demikian, rencana 

program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis.  

Proses pemberdayaan masyarakat haruslah dilaksanakan secara efisien, 

tepat sasaran, berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi Misi Kota 

Yogyakarta yang telah ditetapkan. Untuk itu Kemantren Mergangsan perlu 

mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat dan 

mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan 

bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pembangunan masyarakat 

ini. Oleh karena itu diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kemantren Mergangsan 

dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, 

instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota serta OPD terkait dalam proses 

pembangunan masyarakat, serta keberanian untuk mengambil peran strategis 

sesuai dengan tugas Kemantren serta Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 

tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Matri 

Pamong Praja agar tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, 

berimbang, demokratis dan adil. 



Demikian Rencana Kerja Kemantren Mergangsan tahun 2023 disusun agar 

dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 

angka.  
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